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BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 49 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang

Mengingat 1.

b.

BUPATI NATUNA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2O2O tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna
Tahun Anggaran 2Ol9;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna
Tahun Anggaran 2Ol9;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor TS,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun lggg tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lggg
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
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Pembentukan Kabupaten Pelala*an, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa2\;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aas$;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ols
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil
Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2lO, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aO28l;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5O2);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor I37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTS);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45761 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 1 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a6l4);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor !25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2oll
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Otl Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);
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t7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot7 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60a1);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61781;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2OLg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2olg Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 63221;

2I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2Oll tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2oll Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2Ol3 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol3 Nomor J425l;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1

Tahun 2Ol1 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2}lt Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OIl tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6
Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2Ol3 Nomor 6);

24.



-5-

25. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2Ol8 Nomor 10);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8
Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna
Tahun Anggaran 2Ot9 (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2OI9 Nomor 8);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10
Tahun 2Ol9 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran
2O2O (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2OI9 Nomor 10);

28. Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2Ol8
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran
2OI9 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2OL8
Nomor 87);

29. Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2Ol9
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna
Tahun Anggaran 2OI9 (Berita Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2Ol9 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2Ol9 terdiri atas:

a. Pendapatan:
1. Pendapatan Asli

Daerah
2. Dana Perimbangan

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019.

Rp56.417 .45O.262,53

Rp 1 . 1 45.67 8.638.47 O,OO



3. Lain-lain Pendapatan
yang Sah

Jumlah Pendapatan

Belanja:
1. Belanja Tidak Langsung:

a. Belanja Pegawai
b. Belanja Bunga
c. Belanja Subsidi
d. Belanja Hibah
e. Belanja Bantuan

Sosial
f. Belanja Bagi Hasil

g. Belanja Bantuan
Keuangan

h. Belanja Tidak
Terduga

Rp148.867.552.442,L4

Rp375.558.488.765,50
RpO,0O
RpO,0O
Rp3.763.000.000,00
Rp6.842.494.000,00

Rp1.365.107.000,00

Rp148.680.624.563,00

Rp299.490.205,00

Rp 1.350.9 63.64 L.l7 4,67

b.

Rp536.509.204.533,50

2. Belanja Langsung:
a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan
Jasa

c. Belanja Modal

Rp87.887.216.098,00

Rp371.387.003 .184,25

Rp265.671.982.005,55

c.

Jumlah Belanja

Surplus/ (Defisit)

Pembiayaan:

1. Penerimaan

2. Pengeluaran

Pembiayaan Neto

Rp724.946.2OL.287,80

Rp 1.26 1.455.405.82 1,30

Rp89.508.235.353,37

Rp68.970.955.963,99

RpS.000.000.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
Berkenaan

Rp63.970.955.963,99

Rp 153.479.191.3 17 ,36

Pasal 2

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Pasal 3

Peraturan Bupati Natuna ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Natuna.

Diundangkan di Ranai
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB ,PATEN **u*o,fl

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2O2O NOMOR

h


